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	Abstrak
Latar belakang penulisan ini adalah karena masih ada pencatatan perkawinan yang belum terdaftar sehingga tujuan penulisan ini. Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus di daftarkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk yang beragama Islam, pencatatan   di Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan untuk yang beragam non-Islam, catatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Namun demikian, masih yang tidak terdaftar. Alasannya karena biaya dari sebuah pencatatan pernikahan yang mahal, prosedur rumit, dan orang tidak tahu manfaat dari sebuah pencatatan perkawinan. Konsekuensi hukum terdaftar, mempengaruhi posisi suami dan istri, status anak-anak dan posisi harta. Perkawinan yang dilakukan oleh agama dan keyakinan masing-masing adalah sah, meskipun tidak terdaftar di kantor register sipil, secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak adanya keabsahan perkawinan tersebut. Hal ini pun dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Kesimpulannya menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Kata Kunci : Hukum, Pencatatan Perkawinan

Abstract
The background of this writing is that there are still records of marriages that have not been registered so that the purpose of this writing. A marriage is legal if carried out according to the laws of religion and their respective beliefs. In addition, every marriage must be registered in accordance with the applicable legislation. For those who are Muslim, recording at the Marriage Registrar, Divorce and Referral. Whereas for various non-Muslims, marriage records are conducted at the Civil Registry Office. However, it is still unregistered. The reason is because the cost of a marriage registration is expensive, the procedure is complicated, and people do not know the benefits of a marriage record. The legal consequences are registered, affecting the position of husband and wife, children's status and property position. Marriage carried out by religion and their respective beliefs is legal, even though they are not registered in the office of the civil register, strictly regulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. If the marriage is not recorded, there is no validity of the marriage. This also means that the marriage never existed. In conclusion, according to Article 2 Paragraphs 1 and 2 that marriages are not listed on the Marriage Registrar, then the marriage is considered non-existent.
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PENDAHULUAN 
Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.
Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sah, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan/pernikahan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatakan bahwa “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.
Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkut dengan kependudukan harus dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagiannya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan.
Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974).
Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan  bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut (Manan, 2016)
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah dengan pencatat Nikah, Talak dan Rujuk disingkat P2NTT. Sehubung dengan luas daerah tugas di luar daerah Jawa dan Madura bagi Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk ini. Menteri Agama dengan Penetapan Nomor 14 tahun 1955 membentuk lembaga Pembantu Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk ini bukan pegawai negeri, mereka ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa. 

Setelah itu lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masalah Pencatatan beban tugas Direktorat Agama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap dicatat di kantor Sipil. Tentang pencatatan ini sendiri masih tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. Kemudian berkembangnya organisasi Depertemen Agama RI, kedua peraturan itu dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban-kewajiban pegawai nikah dan tata kerja pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.  

Dalam peraturan ini  Menteri Agama RI memperincikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan mulai dari  menteri pemberitahuan kehendak nikah, melakukan pemeriksaan, meneliti persetujuan izin dan dispensasi, melakukan penolakan nikah, mengadakan pengumuman, pencegahan perkawinan, melakukan akad pernikahan, dan melakukan pencatatan perkawinan (Manan, 2006).
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Syahputra, 2011).
Pencatatan perkawinan sebagai masalah sejak awal dibentuknya RUUP Tahun 1973. Pasal 2 yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 

Dan dalam pelaksanaan selanjutnya Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 ini telah diatur dengan Ketetapan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1955 tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta tugas-tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan pencatatan Perkawinan ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946, namun demikian sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua Undang-Undang tersebut di atas masih dinyatakan berlaku. Hal ini dapat diamati dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya dengan hal tersebut Arsososroatmojo dalam uraian mengatakan: “Bila Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan peraturan yang berisi hukum formil maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan hukum materil, yang sebelumnya tidak dikenal bagi golongan Islam karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat.” (Arsososroatmojo, 1978).
Dari kenyataan sebagaimana terurai di atas, berarti tiap-tiap perkawinan yang diselenggarakan oleh warga Indonesia hanya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lebih tegasnya perkawinan itu harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif. 

Namun demikian apa yang diharapkan dan apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tercapai secara bulat, begitu pula halnya di Kecamatan Batang Kuis, walaupun mayoritas penduduknya yang melaksanakan perkawinan dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku bagi agamanya dan juga mentaati ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang Perkawinan Nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, namun di dalam prakteknya masalah pencatatan perkawinan ini menjadi suatu problem sementara di masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis dimana kurang kesadarannya dan kurang tahunya tentang pencatatan nikah, padahal mayoritas penduduknya notebene beragama Islam .

Dalam diskusi singkat antara penulis dengan H. Zubair tokoh masyarakat, Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis memandang tentang pencatatan perkawinan, Beliau berkata bahwa perkawinan tidak tercatat maka akan melanggar hukum Undang-Undang walaupun kenyataan banyak masyarakat yang belum paham dengan pentingnya pencatatan perkawinan (H.Zubair, Tokoh Masyarakat Desa Tumpatan Nibung, wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 16-12-2015, 17:10)
Akan tetapi untuk Pencatatan perkawinan sekarang ini hampir seluruh masyarakat mencatatkan perkawinannya, karena jika mereka tidak mencatatkan perkawinan maka mereka tidak dapat membuat akta kelahiran anaknya untuk kepentingan sekolah dan hal-hal yang lain.

METODE PENELITIAN 

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris yang dimana penelitian ini penelitian lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari tempat melakukan penelitian dan digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari 1 variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan.
Studi dokumen (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada KUA dan Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang aspek hukum pencatatan perkawinan menurut hukum di Indonesia.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (contens analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.
Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. (Arifin, 2012). Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya di analisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebab-sebab masyarakat tidak mencatat perkawinan 
Adapun  beberapa sampel pencatatan perkawinan menurut  masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis.
Ibu Jumiah (50 Tahun), Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Tanggal : 05-05-2016 dan Tujuan Perkawinan adalah untuk membina rumah tangga. Sebab Tidak Mencatatkan Perkawinan Karena tidak ada biaya untuk mengurusnya. Beliau tidak tahu - menahu  peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan beliau tidak tahu apa sanksi dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. (Jumiah, Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun I, wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 05-05-2016, 11:00)

Ibu Nurliah (50 Tahun), Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Tanggal: 05-05-2016, Tujuan Perkawinan adalah untuk beribadah dan tujuannya untuk memiliki keturunan. Beliau tidak tahu-menahu  peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan beliau tidak tahu apa sanksi dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. ((Nurliah, Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun II, wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 05-05-2016, 11:45).

Ibu Rabiah (51 Tahun), Tanggal: 05-05-2016, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tujuan Perkawinan: Untuk beribadah dan tujuannya untuk memiliki keturunan. Beliau mengatakan perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri itu biasanya karena merupakan istri simpanan. 
Ibu Roslaini (36 Tahun), Tanggal: 05-05-2016, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tujuan Perkawinan: Untuk membina rumah tangga agar lebih baik kedepannya.Beliau tahu tentang peraturan perkawinan karena pernah membaca dari buku nikah dengan suami pertama. Tetapi beliau menikah lagi tidak memiliki buku nikah karena belum ada putusan surat cerai dari pengadilan karena cerai lewat agama saja. (Roslaini, Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun  I , wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 05-05-2016, 14:00).

Ibu Kurnia Novita Sari (33 Tahun), Tanggal: 05-05-2016, PekerjaanSekretaris Desa Tumpatan Nibung, Tujuan Perkawinan adalah Penyatuan 2 jiwa antara  seorang laki-laki dan seorang wanita yang disahkan melalui akad nikah dan disaksikan didepan penghulu. Untuk  yang beragam Muslim dicatatkan di KUA dan untuk yang beragama Kristen dicatatkan di Catatan Sipil. (Kurnia Novita Sari, Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun III , wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 05-05-2016, 15:00).

Ibu Ardianti Syafitri (22 Tahun), Tanggal: 05-05-2016, Pekerjaan:”Mahasiswi
Tujuan Perkawinan adalah Untuk menghalalkan hubungan suami/istri dan untuk membina keluarga keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Menurut Beliau pencatatan perkawinan itu wajib, agar mendapat pengakuan dari Negara dan apabila tidak dicatatkan akan mendapat sanksi administrasi. (Ardianti Syafitri, Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun I , wawancara pribadi, Tumpatan Nibung, tanggal 05-05-2016, 16:00).

Saudara Muhammad Yusuf (22 Tahun), Tanggal: 05-05-2016,”Mahasiswa, Tujuan Perkawinan adalah untuk mengikuti sunnah Rasul , dan membentuk rumah tangga yang kekal abadi. Menurut Beliau pencatatan nikah sangat penting sebagai alat bukti yang otentik. Dan apabila tidak mencatatkan maka pihak perempuan yang dirugikan karena tidak bisa menuntut haknya sebagai seorang istri. (Muhammad Yusuf  Masyarakat  Desa Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung Dusun VA, Wawancara Pribadi, tanggal 05-05-2016, pukul 19:00).

Bapak Zulham Effendi (37 Tahun), Tanggal: 05-05-2016, Pekerjaannya”Wiraswasta, Tujuan Perkawinan adalah Untuk memiliki keturunan, dan menurut Beliau pencatatan nikah agar terdaftar dan di akui oleh Negara. Dan apabila tidak mencatatkan perkawinan berdampak pada anak karena akan susah mengurus akta kelahiran dan mempersulit anak untuk mendaftar sekolah. (Zulham Effendi  Masyarakat  Desa Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung Dusun II, Wawancara Pribadi, tanggal 05-05-2016, pukul 19:15)
Saudari Siti”Aminah (24”Tahun), Tanggal:”05-05-2016,”Mahasiswa, Tujuan Perkawinan adalah untuk”Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan agar melindungi keturunan, karna pernikahan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah dimata Negara dan Agama. (Siti Aminah Masyarakat Desa Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung Dusun II, Wawancara Pribadi, tanggal 05-05-2016, pukul 20.00).
Sejarah berdirinya Desa Tumpatan Nibung

Sejarah berdirinya Desa Tumpatan Nibung Dahulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, desa – desa yang ada saat ini dahulu disebut kampoeng dan dipimpin oleh seorang Kepala Kampoeng. Kampoeng Tumpatan Nibung dahulu terdiri dari 2 buah kampoeng yaitu Kampung Tumpatan Kunyit yang terletak di sebelah Timur tanggul Sungai Blumai dan Kampung Wonorejo terletak di sebelah barat tanggul Sungai Blumai.

Kepala Kampoeng Tumpatan Nibung yang pertama adalah SAHBUDDIN (sebelum kemerdekaan – 1950), kemudian dilanjutkan oleh M. HANIF (1950 – 1986). Setelah itu, kemudian dilanjutkan oleh seorang Kepala Desa yang dipimpin oleh SUKADI (1986 – 2002). Setelah akhir masa jabatan SUKADI terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Tumpatan Nibung, dalam menunggu pemilihan Kepala Desa yang baru, maka Pemerintah Kecamatan Batang Kuis menugaskan ALI HOTMA sebagai penjabat sementara di Desa Tumpatan Nibung, setelah diadakan pemilihan secara langsung terpilihlah Kepala Desa Tumpatan Nibung yang baru yakni seorang wanita bernama NURIANI (2002 – 2008), dan memberikan sejarah sebagai Kepala Desa wanita pertama yang memimpin Desa Tumpatan Nibung serta satu – satunya Kepala Desa wanita yang ada di Kecamatan Batang Kuis.  Pada akhir masa jabatan, NURIANI mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk periode kedua. Untuk itu, kembali Pemerintah Kecamatan Batang Kuis menugaskan penjabat sementara Kepala Desa Tumpatan Nibung yakni Ir. RIDLWAN EFENDI GULTOM. Namun setelah diadakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa Tumpatan Nibung, yang terpilih adalah JUARNO sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk masa jabatan 2008 – 2014.
Adapun nama – nama Kepala Kampoeng dan Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Tumpatan Nibung dapat dituliskan sebagai berikut : 1) Sebelum Kemerdekaan – 1950, dipimpin oleh Kepala Kampoeng bernama  SAHBUDDIN (Alm); 2) Tahun 1950 – 1986, dipimpin oleh Kepala Kampoeng bernama M. HANIF (Alm); 3) Tahun 1986 – 2002, dipimpin oleh Kepala Desa bernama SUKADI (Alm); 4) Tahun 2002 – 2008, dipimpin oleh Kepala Desa bernama NURIANI; 5) Tahun 2008 – saat ini, dipimpin oleh Kepala Desa bernama JUARNO.
Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Perkawinan

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Tumpatan Nibung dari sampel yang diambil sebanyak 25 kuisioner dengan menggunakan sistem random dimpel dimana sampelnya adalah masyarakat Kecamatan Batang Kuis, adapun pemahaman masyarakat desa Tumpatan Nibung terhadap P3N dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana berikut:
Tabel 1. Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tata Cara Pernikahan yang dilakukan pada KUA Batang Kuis 
	Valid 
	Frekuensi 
	Persentase 

	Tidak tahu

Tahu 

Sangat tahu  
	5

7

13
	20%

28%

52%

	Total 
	25
	100%



  Sumber : data diolah dari angket 
Data berdasarkan tingkat pengetahuan tentang tata cara pernikahan yang dilakukan pada KUA Batang Kuis menunjukan sebagian besar (52%) sangat tahu, (28%) tahu, dan (20%) tidak tahu. 
Tabel 2. Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Prosedur Pencatatan Nikah di KUA batang Kuis
	Valid 
	Frekuensi 
	Persentase 

	Tidak tahu

Tahu 

Sangat tahu  
	4

15

6
	16%

60%

24%

	Total 
	25
	100%



 Sumber : data diolah dari angket 

Data berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah di KUA Batang Kuis menunjukkan sebagian besar (60%) Tahu, (24%) sangat tahu, dan (16%) tidak tahu.

Tabel 3. Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan KUA Batang Kuis Keberadaannya adalah sangat penting bagi masyarakat pada masa ini 
	Valid 
	Frekuensi 
	Persentase 

	Tidak tahu

Tahu 

Sangat tahu  
	2

9

14
	8%

36%

56%

	Total 
	25
	100%



 Sumber : data diolah dari angket 

Data berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang lembaga pencatatan perkawinan KUA Batang Kuis keberadaannya adalah sangat penting bagi masyarakat pada masa ini menunjukkan sebagian besar (56%) sangat tahu, (36%) tahu, dan (8%) tidak tahu. 

Tabel 4. Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencatatan Perkawinan Itu Menjadi Wajib Dilaksanakan Karena Kemaslahatan 
	Valid 
	Frekuensi 
	Persentase 

	Sangat Tidak Tahu 

Tidak tahu

Tahu 

Sangat tahu  
	2

5

11

7
	8%

20%

44%

28%

	Total 
	25
	100%



Sumber : data diolah dari angket 

Data berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pencatatan perkawinan itu menjadi wajib dilaksanakan karena kemaslahatan data hasil angket menunjukkan sebagian besar (44%) menjawab tahu, (28%) sangat tahu, (20%) tidak tahu, dan (8%) menyatakan sangat tidak tahu. 

Tabel 5. Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Perkawinan Harus Dicatat di KUA Batang Kuis dan Perceraian Dicatat di PA 
	Valid 
	Frekuensi 
	Persentase 

	Tahu 

Sangat tahu  
	15

10
	60%

40%

	Total 
	25
	100%



Sumber : data diolah dari angket 

Data berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian dicatat di PA data hasil angket menunjukkan sebagian besar (60%) menyatakan tahu dan (40%) menyatakan sangat tahu. 

Tabel 6. Responden Berdasarlam Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Setelah Dilakukan Akad Nikah, maka langkah selanjutnya adalah Penulisan Pada Akta Nikah
	Valid 
	Frekuensi 
	Persentase 

	Tahu 

Sangat tahu  
	16

9
	64%

36%

	Total 
	25
	100%



 Sumber : data diolah dari angket 

Data berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tingkat pengetahuan masyarakat setelah dilakukan akad nikah, maka langkah selanjutnya adalah penulisan pada akta nikah, untuk pelaksanaan nikah di Balai Nikah, maka Pencatatan Akta Nikah dapat langsung dilakukan oleh Penghulu yang mengawasi dan mencatat pernikahan data hasil angket menunjukkan sebagian besar (64%) menyatakan tahu, (36%) sangat tahu. 

Di bawah ini akan ditunjukkan jumlah perkawinan dari tahun ke tahun yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dalam tabel ini terlihat tidak sebandingnya jumlah penduduk dengan banyaknya perkawinan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat, tempat penulis melakukan penelitian. Dalam wawancara ditemukan adanya beberapa alasan yang menyebabkan suami istri yang melangsungkan perkawinan tidak mencatat perkawinannya. 

Tabel 7. Pencatatan Perkawinan oleh Pasangan Suami Istri Di Kantor KUA Tahun 2014-2015
	No
	Tahun Perka-winan
	Jumlah Pasangan Perkawinan
	Perkaw-

inan yang dicatatkan
	Ket

	1
	2014
	245 pasangan
	71
	-

	2
	2015
	257 pasangan
	131
	-


Diolah dari pasangan usia subur yang memasuki usia perkawinan dan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis. 

Dari tabel tersebut diatas, terlihat besarnya angka perkawinan yang tidak dicatatkan. Apabila diperbandingkan jumlah penduduk yang memasuki usia perkawinan, dengan perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, perbandingnya mencapai 40% s/d 55%. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah dari pasangan usia kawin, yang melangsungkan perkawinan untuk mencatat perkawinan mereka yang masih terikat pandangan perkawinan dalam  profektif fiqih sentries, disamping tingkat pendidikan dari calon suami istri yang masih terlihat cukup rendah. 

Di atas yaitu dalam tabel adanya persoalan tingkat pendidikan calon suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan pencatatan perkawinan. Dari 202 pasangan usia perkawinan yang mencatatkan perkawinan, yaitu dari tahun 2014 s/d 2015, maka rata-rata pendidikan mereka adalah SMU sampai dengan pendidikan S1. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 8. Pencatatan Perkawinan Dari Tingkat Pendidikan Pada Kantor Urusan Agama
	No 
	Tingkat Pendidikan Pasangan Suami Istri 
	2014
	2015

	1
	Sekolah Dasar 
	8
	20

	2
	Sekolah Lanjutan Tingkat 1 
	14
	22

	3
	Sekolah Lanjutan Atas 
	22
	46

	4
	Diploma I, II, III
	25
	40

	5
	Strata I 
	2
	3

	
	Jumlah 
	71
	131


Data dari data pendidikan yang terdapat dalam permohonan pencatatan perkawinan 

Terlihat dengan jelas, bahwa pendidikan sangat berperan sekali dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Mereka yang berpendidikan SLTA sampai ke Perguruan Tinggi, pada umumnya mencatat perkawinan yang dilakukannya. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SLTP ke bawah, terlihat cukup rendah, yaitu rata-rata hanya berkisar 30% s/d 40%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat, bahwa pada umumnya mereka yang tidak mencatatkan perkawinan adalah yang rata-rata berpendidikan rendah. 

Tabel 9. Fungsi Pencatatan Perkawinan dilihat dari alasan Tidak dicatatkannya perkawinan 
	No 
	Dilihat dari alasan tidak dicatatkannya perkawinan 
	Persentase 

	1
	Karena tidak beristri (PNS) 
	45%

	2
	Kebutuhan biologis 
	30%

	3
	Agar tidak terikat secara hukum 
	25%

	
	Jumlah 
	100%


       Sumber : data Primer yang telah diolah tahun 2015

Dari wawancara yang dilakukan terhadap 25 responden yang sebagian besar para Pegawai Negeri, sebagian wiraswasta , maka terlihat pelaku nikah siri, pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat secara hukum kepada ketentuan persyaratan izin dari atasan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, pada umumnya adalah mereka yang telah menduduki suatu jabatan tertentu yang secara financial tidak mengalami kesulitan akan tetapi terdapat pula ada Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat rendah, tetapi telah melakukan nikah siri sebanyak 3 kali. Alasan utama yang disampaikan agar dapat menyalurkan hasrat seksualitas, disamping untuk menghindari zina. Akan tetapi mereka yang berpaham bebas juga cukup besar, yaitu mencapai 30%. Mereka umumnya memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang akan menyebabakan dirinya akan memiliki keterikatan secara hukum dan dapat mengganggu perkawinan yang telah dilakukan. Pada umumnya mereka adalah suami yang telah mempunyai istri dan anak-anak serta kehidupan ekonomi yang matang, yang memerlukan variasi lain dalan kehidupan seksualnya. 

Tabel 10. Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Kemampuan Sosial Ekonomi

	No
	Tingkat sosial ekonomi
	Faktor penyebab dicatat atau tidaknya
	Persentase

	1
	Tidak mampu 
	18
	75%

	2
	Mampu 
	7
	25%

	
	Jumlah 
	25
	100%


Dari 25 responden ada 18 orang menjawab salah satu faktor utama penyebab tidak dicatatnya perkawinan adalah persoalan sosial ekonomi. Mereka yang berpendidikan rendah dan berstatus sosial ekonomi yang rendah pula. Jadi penyebabnya mereka tidak mencatat perkawinan yang telah dilangsungkannya. Wawancara dengan beberapa responden terutama sekali terhadap pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya. Terlihat dengan jelas situasi sosial ekonomi yang pas-pasan, rumah kontrakan yang sederhana dan pendidikan rata-rata SD dan SLTP, serta pada umumnya berprofesi sebagai supir (serap), buruh harian lepas, tukang bangunan, dan terdapat yang tidak bekerja sama sekali atau pengangguran, menjadi alasan mereka tidak mencatat perkawinan. 

Akan tetapi dari 25 responden, penulis temukan pula ada 7 orang yang menjawab dan memiliki ekonomi yang mapan, 3 diantaranya masih kuliah disalah satu perguruan tinggi swasta ternama. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dicatatkannya suatu perkawinan. Dari hasil penelitian yaitu dengan cara wawancara terhadap 20 responden pasangan yang tidak  mendaftarkan perkawinan mereka atau tidak melangsungkannya di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, maka berdasarkan jawaban mereka tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah karena pengaruh adat istiadat (25%) prosedur yang lebih muda (30%) tidak ada sanksi bagi pelakunya (20%)  dan rendahnya pengetahuan (25%). Untuk lebih jelasnya mengenai jawaban responden dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini : 

Tabel 11. Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Didaftarkan 
	No
	Alasan
	Agama Islam
	%

	1

2

3

4
	Prosedur yang lebih mudah 

Pengaruh adat istiadat 

Tidak diterapkannya sanksi bagi pelaku 

Rendahnya pengetahuan 
	8

6

4

7
	30%

25%

20%

25%

	
	Jumlah 
	25
	100%


Dari tabel di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa prosedur yang lebih mudah merupakan alasan faktor penyebab terbanyak dilakukannya tanpa pencatatan, yaitu sebesar 8 (30%).
SIMPULAN
Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. 

Manfaat Pencatatan Perkawinan: a) Mendapat perlindungan hukum; b) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan   pernikahan; c) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum; d) Terjamin keamanannya.

Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan: a) Perkawinan dianggap tidak sah oleh Negara; b)  Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu; c) Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatatkan Di Desa Tumpatan   Nibung Kecamatan Batang Kuis dikarenakan: a) Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang   Pencatatan Pernikahan; b) Faktor sosial, Adanya kesulitan pencatatan pernikahan kedua kalinya karena batasan usia yang layak nikah; c) Agama, Dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa’ d) Ekonomi, Dimana masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk membayar biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih melakukan nikah siri
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